
 

 

 

BUPATI SITUBONDO  

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
 

NOMOR  50  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta 

partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu 

dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa; 

b. bahwa dalam rangka lebih mengotimalkan 

pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan 

pendayagunaan aset Desa dan dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Situbondo  

Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor   12   Tahun   1950   

tentang   Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5679); 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Perubahan Kedua 

atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
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tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 

611); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 

2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020, Nomor 1496); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2015 Nomor 1); 

11. Peraturan  Bupati  Situbondo Nomor  9 Tahun 2017 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2017 Nomor 9); 

12. Peraturan  Bupati  Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 

68); dan 

13. Peraturan  Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 

Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 

Nomor 31); 

14. Peraturan  Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 40 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2019 Nomor 40); 
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MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 57 

TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA. 

 

  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 

Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 40 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2019 Nomor 40) sebagai berikut :  

 

  1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 

angka yaitu angka 4a sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

4a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Situbondo. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD atau yang disebut dengan nama 

lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

9. Keuangan Desa adalah  semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. 

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang 

selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke 

rekening kas Desa. 

14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari 

rekening kas Desa. 

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang yang 

menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan 

oleh Desa. 

16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak akan diterima 

kembali oleh Desa. 
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17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah 

Kepala Desa atau sebutan nama lain yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat 

Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan 

Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan 

sekretariat Desa yang menjalankan tugas 

sebagai koordinator PPKD. 

21. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, 

adalah perangkat Desa yang berkedudukan 

sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas PPKD. 

22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, 

adalah perangkat Desa yang berkedudukan 

sebagai pelaksana teknis yang menjalankan 

tugas PPKD. 

23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada 

Bank yang ditetapkan. 

24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya 

disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 
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25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan 

guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana 

relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran. 

26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih 

antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang 

antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang 

selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih 

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 

selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang 

memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen 

yang memuat perubahan rincian kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam Perubahan APB Desa 

dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 

selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang 

memuat kegiatan, anggaran dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang 

anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya. 

32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya 

disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 

swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya 

disebut RAK Desa adalah dokumen yang 

memuat arus kas masuk dan arus kas keluar 

yang digunakan mengatur penarikan dana dari 

rekening kas untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 

disahkan oleh kepala Desa. 
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34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

35. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang 

selanjutnya disingkat SPP Panjar adalah 

dokumen permintaan pencairan dana berupa 

pemberian uang dalam rangka pembayaran 

sebagian atas pengadaan barang/jasa kepada 

pihak ketiga.  

36. Uang panjar adalah uang yang diberikan kepada 

Pelaksana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan. 

37. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang 

selanjutnya disingkat SPP definitif  adalah 

dokumen permintaan pencairan dana yang 

digunakan untuk melakukan transaksi yang 

sudah ada bukti pengeluarannya/kwitansinya. 

38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat. 

 

  2. Ketentuan Pasal 83 diubah dan ditambah satu ayat 

yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 83 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati melalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 paling lambat minggu 

kedua bulan Juli tahun berjalan. 

(4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

  3. Ketentuan Pasal 84 ditambah satu ayat yakni ayat 

(2) sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 84 

 

(1) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi 

pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 

paling lambat minggu kedua Bulan Agustus 

tahun berjalan. 

(2) Bupati menugaskan DPMD untuk menyusun 

dan menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

  4. Ketentuan Pasal 85 ditambah satu ayat yakni ayat 

(4), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 85 

 

(1) Kepala Desa  menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada 

Bupati melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  disampaikan paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disertai dengan: 

a. laporan keuangan, terdiri dari:  

1) laporan realisasi APB Desa; dan 

2) catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 

c. daftar program sektoral, program daerah 

dan program lainnya yang masuk ke Desa. 

(4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

  5. Ketentuan Pasal 86 ditambah satu ayat yakni ayat 

(3), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 86 

 

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85 merupakan bagian 

dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa akhir tahun anggaran. 
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(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi 

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua 

Bulan April tahun berjalan. 

(3) Bupati menugaskan DPMD untuk menyusun 

dan menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

  6. Ketentuan Pasal 89 diubah dan ditambah satu ayat 

baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 89 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 89 

 

(1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa di wilayah daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh APIP daerah dan camat. 

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan kepada Bupati. 

 

  7. Diantara Pasal 89 dan 90 disisipkan 6 Pasal, yakni 

Pasal 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, dan 89F sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

   89A 

 

(1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang 

dilaksanakan oleh APIP daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) untuk 

menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Desa. 

(2) Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa oleh APIP daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :  

a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Desa lingkup daerah; 

b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan 

dan aset desa; 

c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan 

BUM Desa; 

d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB 

Desa mengenai APB Desa, termasuk 

konsistensi dengan RKP Desa; 
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e. reviu atas kualitas belanja Desa; 

f. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa; 

g. pemantauan atas penyaluran dana transfer 

ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan  

h. pemeriksaan investigatif.  

 

   89B 

 

(1) Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) terhadap 

Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan 

aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan 

pendayagunaan aset Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 

bentuk:  

a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait 

dengan APB Desa;  

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

aset Desa; dan  

c. evaluasi dokumen laporan 

pertanggungjawaban APB Desa.  

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan 

norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan 

Desa.  

(4) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan kepada bupati dan ditembuskan 

kepada APIP daerah. 

(5) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi bahan bagi APIP daerah untuk 

menentukan ruang lingkup Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian langkah 

kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan oleh 

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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   89C 

 

(1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan 

pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

(2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), melalui :  

a. perencanaan kegiatan dan anggaran 

Pemerintahan Desa; 

b. pelaksanaan kegiatan; 

c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 

d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP 

Desa, dan APB Desa. 

(3) Uraian langkah kerja Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa oleh Badan Permusyawaratan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengacu pada lampiran peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

(4) Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  

disampaikan kepada kepala Desa dalam 

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan 

juga disampaikan kepada camat dan APIP 

daerah. 

 

   89D 

 

(1) Masyarakat Desa melakukan pengawasan 

melalui pemantauan terhadap Pengelolaan 

Keuangan Desa.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), merupakan salah satu bentuk partisipasi 

masyarakat.  

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa 

berhak meminta dan mendapatkan informasi 

dari Pemerintah Desa.  

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

meliputi informasi :  

a. APB Desa;  

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan;  
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c. realisasi APB Desa; 

d. realisasi kegiatan; 

e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak 

terlaksana; dan  

f. sisa anggaran.  

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan melalui:  

a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk 

menanggapi laporan terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa;  

b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa; dan  

c. penyampaian pengaduan masyarakat 

terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

   89E 

 

(1) Hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89D ayat (1), 

disampaikan kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa untuk 

mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut.  

(2) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat keluhan, 

diselesaikan secara mandiri oleh Desa 

berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah 

Badan Permusyawaratan Desa.  

(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dianggap kurang memuaskan oleh 

masyarakat, hasil pemantauan dapat 

disampaikan kepada camat untuk dilakukan 

mediasi.  

(4) Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat 

indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian 

Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak 

pidana korupsi, masyarakat dapat 

menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP 

daerah. 
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   89F 

 

Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89D ayat (5) huruf c, penanganan oleh 

APIP daerah dan camat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengaduan masyarakat di 

lingkungan pemerintah daerah. 

 

  8. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) lampiran 

yakni Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 09 Desember 2021 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 09 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 50 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 



15 
 

 

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo 
 Tanggal : 09 Desember 2021 

Nomor    : 50 Tahun 2021. 
 

 

URAIAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

OLEH CAMAT 

 

I. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa 

 

PANDUAN EVALUASI 

RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

A. SASARAN EVALUASI 

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian kepada Desa dalamkaitannya dengan 

kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa. 

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk 

memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan 

substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 

Desa. 

 

B. RUANG LINGKUP EVALUASI 

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu: 

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data 

dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; 

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan 

yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa 

dimaksud; 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi 

dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang 

meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
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C. EVALUASI 

1. Persiapan Evaluasi 

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

persiapan evaluasi, yaitu: 

1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang 

Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa 

dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, 

dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati. 

2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf 

angka 1), terdiri dari: 

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah 

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa 

c) Anggota : Perangkat Daerah terkait 

3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada 

camat. 

Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan 

kepada Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat 

Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB 

Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB 

Desa. 

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 

kepada camat, selanjutnya Camat membentuk Tim 

Evaluasi, yang terdiri dari: 

a) Ketua : Camat 

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan 

UPT Kecamatan terkait 

5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf 

yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur 

terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan 

Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa. 

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam 

melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 



17 
 

b. Dokumen Evaluasi 

1) Dokumen Utama 

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang 

telah disepakati bersama BPD; dan/atau 

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 

Desa yang telah disepakati bersama BPD. 

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 

a) Disampaikan oleh Desa 

 Keputusan musyawarah BPD Pembahasan dan 

Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes 

tentang APB Desa), berita acara hasil 

musyawarah; atau 

 Keputusan musyawarah BPD pembahasan dan 

Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan 

Perdes tentang Perubahan APB Desa); 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa); 

 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

tahun berkenaan; 

 Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang 

pembentukan dana cadangan, Perdes tentang 

pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan 

penyertaan modal BUMDes,dll) 

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi 

 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

 Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala 

desa; 

 Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala 

desa; 

 Peraturan Bupati tentang Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa; 

 Peraturan Bupati tentang Dana Desa; 

 Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; 

 Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah; 

 Peraturan Bupati tentang Satuan Harga 

Kabupaten yang di dalamnya mengatur Standar 

Harga di Desa; 
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 Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan 

Desa; 

 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah. 

2. Pelaksanaan Evaluasi 

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) 

tahapan, yaitu: 

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi 

dan legalitas. 

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal 

sebagai berikut: 

a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian 

dokumen evaluasi; 

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam 

Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi 

dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan 

dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan 

Desa. 

2) Langkah-langkah evaluasi: 

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor,tanggal dan 

kelengkapan lampiran semua dokumen; 

c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, 

tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen; 

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian 

semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku 

tentang batas waktu penyampaian dokumen; 

e) Langkah 5 :  Kesimpulan secara narasi tentang hasil 

langkah 1 s/d 4. 

 

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan 

dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim  

Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk 

melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung 

kembali setelah dokumen diterima secara lengkap. 

 

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB 

Desa dengan langkah evaluasi yang tertuang dalam lembar 

kerja. 
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3. Hasil Evaluasi 

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa,Tim Evaluasi menyusun laporan 

hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati 

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan 

temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang 

APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 

APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk 

melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil 

evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi 

mengenai: 

 

a) Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, 

dan 

b) Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB 

Desa. 

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 

Desa disampaikan kepada : 

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa; dan 

b. Inspektorat Daerah. 

 

 

Lembar Evaluasi APB Desa 

Kabupaten : 

Kecamatan : 

Desa  : 

No 
Aspek/ Komponen 

Periksa 

Kesesuaian 
Alat Verifikasi Keterangan 

Ya Tidak 

I Aspek Administrasi 

dan Legalitas 

    

I.1 Apakah semua 

dokumen evaluasi 

telah diterima dari 

Desa secara 

lengkap 

    

I.2 Apakah pengajuan 

Rancangan Perdes 

tentang APB Desa 

  Keputusan 

hasil 

musyawarah 

Berdasarkan 

aturan, 3 

hari setelah 
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atau Rancangan 

Perdes tentang 

Perubahan APB 

Desa dilakukan 

tepat waktu 

BPD 

Pembahasan 

dan 

Penyepakatan 

Perdes tentang 

APB Desa/ 

Perubahan 

APB Desa 

(lihat tanggal 

keputusan) 

disepakati 

bersama, 

Perdes 

tentang APB 

Desa/ Perdes 

tentang 

Perubahan 

APB Desa 

harus 

diajukan 

kepada 

Bupati atau 

Camat untuk 

dievaluasi 

I.3 Apakah BPD telah 

menyepakati 

Rancangan Perdes 

tentang APB Desa/ 

Rancangan Perdes 

tentang Perubahan 

APB Desa 

  Keputusan 

hasil 

musyawarah 

BPD 

Pembahasan 

dan 

Penyepakatan 

Perdes tentang 

APB Desa/ 

Perubahan 

APB Desa 

Berdasarkan 

Permendagri 

mengenai 

BPD 

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: 

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa 

2.1 Umum     

2.1.1 Apakah Rancangan 

Perdes tentang 

APBDes/ 

Perubahan APB 

Desa disusun 

berdasarkan 

RKPDesa/ 

RKPDesa 

Perubahan tahun 

berkenaan 

  RKP Desa atau 

RKP 

Perubahan 

tahun 

berkenaan 

 

2.1.2 Apakah 

penempatan pos 

Pendapatan telah 

sesuai dengan 

peraturan 
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perundang-

undangan 

2.2 Pendapatan     

2.2.2 Apakah estimasi 

pendapatan 

rasional dan 

realistis, serta 

didapatkan secara 

legal dan telah 

diatur dalam 

Peraturan Desa 

  Perdes terkait 

PADesa (misal 

Perdes tentang 

Pungutan, dll) 

 

2.2.3 Apakah estimasi 

pendapatan Desa 

yang bersumber 

dari Dana Transfer 

rasional dan 

realistis 

    

2.3 Belanja     

2.3.1 Apakah 

penempatan pos 

Belanja telah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan 

    

2.3.2 Semua kegiatan 

belanja desa telah 

sesuai dengan 

kewenangan Desa 

  Perbup 

tentang Daftar 

Inventaris 

Kewenangan 

Desa 

 

2.3.3 Apakah ada 

program/ kegiatan 

yang dilakukan 

lebih dari 1 (satu) 

tahun anggaran 

(multiyears) 

    

2.3.4 Apakah belanja 

Desa yang 

ditetapkan dalam 

APB Desa paling 

banyak 30% 

dipergunakan 

untuk : 
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1. Siltap dan 

tunjangan Kades 

dan perangkat 

Desa; 

2. Operasional 

pemerintahan 

Desa; 

3. Tunjangan dan 

operasional 

BPD; 

4. Insentif rukun 

tetangga dan 

rukun warga. 

2.3.5 Siltap, tunjangan 

dan operasional 

untuk Kepala 

Desan dan 

Perangkat Desa 

sesuai yang 

ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati 

  Peraturan 

Bupati tentang 

ADD atau 

Perbup 

tentang 

Penetapan 

Siltap Kepala 

Desa dan 

Perangkat 

Desa 

 

2.3.6 Besaran Tunjangan 

dan Operasional 

untuk Anggota 

BPD, serta insentif 

RT/RW 

dianggarkan sesuai 

yang ditetapkan 

dalam peraturan 

Bupati 

  Peraturan 

Bupati tentang 

ADD atau 

Perbup 

tentang 

Penetapan 

Siltap Kepala 

Desa dan 

Perangkat 

Desa 

 

2.3.7 Alokasi belanja 

dengan output 

yang akan 

dihasilkan logis 

karena telah 

memperhitungkan 

tingkat kemahalan 

dan geografis 

(standar harga) 
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2.4 Pembiayaan     

2.4.1 Apakah 

penempatan pos 

Pembiayaan telah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan 

    

2.4.2 Apakah ada pos 

pengeluaran 

pembiayaan untuk 

pembentukan 

Dana Cadangan 

    

2.4.3 Apakah 

Pembentukan 

Dana Cadangan 

telah ditetapkan 

dengan Peraturan 

Desa 

  Peraturan 

Desa tentang 

Dana 

Cadangan 

 

2.4.4 Apakah ada pos 

pengeluaran 

pembiayaan untuk 

penyertaan modal 

pada BUMDes 

    

2.4.5 Apakah penyertaan 

modal pada 

BUMDes, telah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

ditetapkan melalui 

Peraturan Desa 

dan memenuhi 

nilai kelayakan 

usaha 

 

 

 

 

 

 

 

  Peraturan 

Desa tentang 

Pembentukan 

BUMDes dan 

hasil analisis 

kelayakan 

usaha 
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2.4.6 Pada evaluasi 

Perubahan APB 

Desa, pada pos 

penerimaan 

pembiayaan 

terdapat SiLPA 

tahun anggaran 

sebelumnya 

    

2.4.7 Pada evaluasi 

Perubahan APB 

Desa, apakah 

SiLPA tahun 

sebelumnya telah 

digunakan 

seluruhnya. 

    

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

 

Evaluasi dilakukan tanggal: 

__________________  

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) 

 Untuk disetujui Bupati 

 Untuk Diperbaiki Desa 

Tanda tangan Ketua Tim 

Evaluasi 

Nama  : 

Jabatan : 

 

 

II. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa 

 
NO 

 
Langkah Kerja 

Kesesuaian  
Alat Verifikasi 

Ya Tidak 

A Pengelolaan Keuangan Desa 

1 Apakah    semua    dokumen 
 

evaluasi  telah  diterima  dari 
 

Desa secara lengkap 

  RKP Desa atau 
RKP 

 

Perubahan      

tahun berkenaan 

2 Apakah Rancangan Perdes 

tentang  APB Desa/Perubahan 

APB Desa disusun berdasarkan 

RKP Desa/RKP Desa Perubahan 

tahun berkenaan 

  Dokumen 

pelaksanaan 

anggaran atas 

DPA, DPPA,   

DPAL,   dan RAK 
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3 Apakah sudah disusun DPA, 
 

DPPA, DPAL, dan RAK 

  Dokumen 
 

pelaksanaan 

anggaran atas 

DPA, DPPA, DPAL, 

dan RAK 

4 Apakah                 pengajuan 
 

Rancangan Perdes tentang APB 

Desa atau Rancangan peraturan 

Desa tentang Perubahan APB 

Desa dilakukan tepat waktu 

  Keputusan        
hasil 

 

Musyawarah  

Badan 

Permusyawaratan 

Desa     

Pembahasan dan    

Penyepakatan 

Perdes  tentang  

APB 

Desa/Perubahan 

APB     Desa     

(lihat tanggal 

keputusan) 

5 Apakah Badan 

Permusyawaratan Desa telah 

menyepakati Rancangan Perdes 

tentang APB Desa/ Rancangan 

Perdes tentang Perubahan APB 

Desa 

  Keputusan        

hasil Musyawarah  

Badan 

Permusyawaratan 

Desa     

Pembahasan dan 

Penyepakatan 
 

Perdes  tentang  

APB 

Desa/Perubahan 

APB Desa 

6 Apakah realisasi pendapatan 
 

Desa yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Desa 

didapatkan secara legal dan 

telah diatur dalam Peraturan 

Desa 

  Realisasi 
 

pendapatan 
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7 Apakah realisasi pendapatan 
 

Desa  yang  bersumber  dari 
 

Dana Transfer tercapai 

  Realisasi 
 

pendapatan 

8 Konfirmasi          pendapatan 
 

lainnya  berupa  penerimaan 

dari hasil kerja sama Desa 

  Realisasi 
 

pendapatan 

9 Konfirmasi          pendapatan 
lainnya    penerimaan    dari 
bantuan   perusahaan   yang 
berlokasi di Desa; 

  Realisasi 
 

pendapatan 

10 Konfirmasi          pendapatan 
 

lainnya berupa penerimaan dari 

hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga 

  Realisasi 
 

pendapatan 

11 Apakah    realisasi    belanja 
 

telah sesuai dengan penempatan  

pos  Belanja pada peraturan 

Desa tentang APB Desa 

  Realisasi belanja 

12 Semua     kegiatan     Belanja 
 

Desa   telah   sesuai   dengan 
 

Kewenangan Desa 

  Perbup 
 

tentang          

Daftar Inventaris 

kewenangan Desa 

13 Apakah      ada      program/ 
 

kegiatan  yang  dilakukan lebih 

dari 1 (satu) tahun anggaran 

(tahun jamak) 
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14 Apakah  belanja  Desa  yang 
 

ditetapkan dalam APB Desa 

paling banyak 30% 

dipergunakan untuk: 

a. Penghasilan           tetap 

(SILTAP) dan tunjangan 

kepala Desa       dan 

perangkat Desa; 

b.  operasional 
 

Pemerintahan Desa; 
 

c. tunjangan               dan 

operasional Badan 

Permusyawaratan Desa 

d.  insentif  rukun  tetangga dan 
rukun warga 

  Realisasi belanja 
desa 

15 
 

SILTAP, tunjangan dan 

operasional untuk kepala Desa 

dan Perangkat Desa sesuai  yang  

ditetapkan dalam peraturan 

bupati. 

  Peraturan Bupati 

tentang ADD atau 

peraturan bupati 

tentang Penetapan 

SILTAP kepala Desa 

dan perangkat Desa 

16 Besaran     Tunjangan     dan 
 

Operasional untuk Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, 

serta insentif RT/RW 

dianggarkan sesuai yang 

ditetapkan dalam peraturan 

bupati. 

  Peraturan      
bupati 

 

tentang   ADD   

atau peraturan      

bupati tentang 

Penetapan SILTAP 

Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

17 Alokasi     belanja     dengan 
 

keluaran yang akan dihasilkan 

logis karena telah 

memperhitungkan tingkat 

kemahalan dan geografis 

(standar harga) 

  standar  harga  
yang 

 

ditetapkan 

kabupaten 
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18 Apakah realisasi pembiayaan 

telah sesuai dengan penempatan 

pos pada APB Desa 

  realisasi 

pembiayaan 

19 Apakah telah sesuai realisasi 
 

pos pengeluaran pembiayaan 

untuk pembentukan dana 

cadangan dengan yang 

direncanakan 

  realisasi 
 

pembiayaan 

20 Apakah realisasi dana cadangan 

telah  sesuai dengan peraturan 

desa 

  peraturan 

Desa tentang 

dana 

cadangan 21 Apakah       realisasi       pos 
 

pengeluaran pembiayaan 
untuk    penyertaan    modal 

 

pada BUM Desa telah sesuai 

ketentuan 

   

22 Apakah   penyertaan   modal 
 

pada BUM Desa, telah sesuai 

dengan peraturan perundang- 

undangan dan ditetapkan 

melalaui Peraturan Desa dan 

memenuhi nilai 

kelayakan usaha 

  Peraturan         
Desa 

 

tentang 

Pembentukan   

BUM Desa     dan     

hasil analisa     

kelayakan usaha 

B Aset Desa 

1 Apakah   aset   Desa   sudah 
 

digunakan                   sesuai 

peruntukkannya 

  Daftar       
inventaris 

 

barang milik Desa 

2 Dalam    hal    kerja    sama 
 

dengan pihak ke-3 yang 

menyertakan aset Desa, Apakah 

sudah persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa 

  Daftar       
inventaris 

 

barang milik Desa 
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3 Perubahan status aset Desa, 
 

apakah sudah mendapatkan 

persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa 

  Daftar       
inventaris 

 

barang milik Desa 

 

 

III. Evaluasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APB Desa 

 

 
No 

 
Aspek/Langkah Kerja 

Kesesuaian  
Alat Verifikasi 

Ya Tidak 

1. Apakah    kepala    Desa 
 

telah       menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

APB Desa tepat waktu 

  Bukti penyampaian 
 

laporan 

2. Apakah               laporan 
 

pertanggungjawaban tersebut 

telah ditetapkan dalam bentuk 

peraturan Desa 

  Peraturan Desa 

3. Apakah           penetapan 
 

peraturan  Desa  terkait dengan 

pertanggungjawaban telah tepat 

waktu 

  Peraturan Desa 

4. Apakah  peraturan  Desa 
 

telah dilengkapi dengan  

a. laporan      keuangan, 

terdiri atas: 
 

2) laporan     realisasi 
 

APB Desa; dan 
 

3) catatan  atas laporan 

keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 

c. daftar program sektoral, 

program daerah dan program 

lainnya  yang  masuk ke Desa 

  Peraturan Desa 
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5. Apakah jumlah anggaran 
 

dalam APB Desa sesuai dengan 

jumlah anggaran dalam 

pertanggungjawaban 

  Pertanggungjawab
an APB Desa 

6. Apakah       nomenklatur 
pendapatan,       belanja, 

 

dan  pembiayaan  dalam 
pertanggungjawaban telah sesuai 
dengan APB Desa 

  Pertanggungjawab
an APB Desa 

7. Apakah    struktur    dan 
 

klasifikasi    pendapatan, belanja 

dan pembiayaan dalam 

pertanggungjawaban telah sesuai 

APB Desa 

  Pertanggungjawab
an APB Desa 

 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 
 

KARNA SUSWANDI 


